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BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.5. Lembaga Teknis atau Dinas adalah Lembaga Teknis atau Dinas di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara.6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiapinformasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistemkawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringantelekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringantelekomunikasi.8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secarabersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan danmengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station)berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk MenaraTelekomunikasi Terpadu.9. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuktunggal tanpa ada simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya;10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannyamerupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyimpulkannya;11. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknyadiselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.12. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagaijaringan penghubung;13. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukumIndonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.14. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhanbertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.15. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannyayang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.16. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atauterpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.17. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalambertelekomunikasi.18. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankankegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadipenyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu .



- 4 -19. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasisehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.20. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badanusaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yangtelah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasidan telekomunikasi khusus.21. Penyedia Menara adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha miliknegara, badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakanmenara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.22. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakanahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampumenyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untukpihak lain.23. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yangmenghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai CentralTrunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagaipenunjang jaringan telekomunikasi khusus.25. Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepadapemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menaratelekomunikasi terpadu dalam wilayah Daerah.26. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menaratelekomunikasi terpadu yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku.27. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB MenaraTelekomunikasi adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.28. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensiruang yang tersedia.29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi.30. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.31. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan olehpenyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milikPemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau milik masyarakat secara peroranganmaupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan,pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitaspendukungnya.32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggaratelekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatanpenyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.33. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunaninfrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.34. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten PenajamPaser Utara yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkanmelalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yang bertugas melaksanakan kegiatanpengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukankepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadapmenara telekemunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2Menara Telekomunikasi dalam rangka pengaturannya dilaksanakan berdasarkan asas:a. Keselamatan;b. Keamanan;c. Kemanfaatan;d. Keberlanjutan;e. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;f. kebersamaan dan kemitraan.
Pasal 3Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk:a. mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;b. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;c. menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat;d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4Ruang lingkup Peraturan Daerah Menara Telekomunikasi meliputi aspek:a. Pengaturan Pembangunan;b. Perizinan;c. Penggunaan dan pengelolaan; dand. Pengawasan dan pengendalian.
BAB IV

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 5(1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajibmengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi dan pelaksanaannya dilakukansecara bertahap.(2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.



- 6 -(3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untukmengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menaratelekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan,terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, serta dalamrangka:a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpeliharasebagai daerah tujuan wisata utama di Daerah;b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatankepemerintahan;c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;h. meminimalisir gejolak sosial;i. meningkatkan citra wilayah;j. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;k. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;l. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menaratelekomunikasi (berijin);m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area) ;o. sebagai acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (global
system for mobile comunications) maupun CDMA (code division multiple access) serta dapatdigunakan untuk layanan nir kabel, LAN (local area network), dan lain-lain;p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibatadanya kerja sama antar operator;q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; danr. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.(4) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah sebagaimana tertera di dalamRencana Induk Menara Telekomunikasi di Daerah.(5) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habismasa berlakunya Pemerintah Daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusunRencana Induk Menara Telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuanyang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasidi Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 6(1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi ditetapkanberdasarkan hal-hal sebagai berikut:a. Kepadatan Penduduk;b. Kerapatan bangunan;



- 7 -c. Jumlah sarana dan prasaranan pemerintahan/perdagangan/jasa; dand. Letak strategis wilayah;(2) Pembagian Zona sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Zona I:1. Kepadatan penduduk tinggi;2. Kerapatan bangunan tinggi;3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai;4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road;
b. Zona II:1. Kepadatan Penduduk sedang;2. Kerapatan bangunan sedang;3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat sedang;4. Terdapat akses jalan kolektor;
c. Zona III1. Kepadatan Penduduk rendah;2. Kerapatan bangunan rendah;3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;4. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.(3) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang.(4) Detail Pembagian Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi

(TP3MT)

Pasal 7(1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi diDaerah, Bupati membentuk TP3MT.(2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yangmemiliki kompetensi di bidangnya.(3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajianteknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran ataspemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dan asistensiterhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadappembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah.(4) Struktur, personel, tugas dan tanggungjawab TP3MT lebih lanjut ditetapkan denganKeputusan Bupati.
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Bagian Keempat

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 8Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggaldan menara telekomunikasi bersama yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikandengan peletakannya.
Pasal 9(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasibersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupatiatau pajabat yang diberi kewenangan untuk itu.(2) Struktur menara yang dibangun harus sesuai dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan denganmemperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksimenara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;(3) Standar Baku sebagimana dimakssud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penetapanantena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara,struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan arus angin.(4) Pembangunan Menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh;a. Penyelenggara telekomunikasi;b. Penyedia telekomunikasi; dan/atauc. Kontraktor Menara telekomunikasi.(5) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapatmelakukan kerjasama dengan Penyelenggara telekomunikasi,  Penyedia telekomunikasi,Kontraktor Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).(6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakanberdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10(1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi.(2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasanganantena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan, ataupun bangunan lainnyayang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi.
Pasal 11(1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentukbangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanamanmodal asing.(2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, koperasi, badan usaha Indonesiayang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.(3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwapihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menarasebagaimana dimaksud pada ayat (2).(4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketigaharus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menarasebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 12Pembangunan menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjaminkeamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dankestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;b. ketinggian menara telekomunikasi;c. struktur menara telekomunikasi;d. rangka struktur menara telekomunikasi;e. pondasi menara telekomunikasi; danf. kekuatan arus angin.
Pasal 13(1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukumyang jelas.(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan danperaturan perundang-udangan yang berlaku, antara lain ;a. pentanahan (grounding);b. penangkal petir;c. catu daya;d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dane. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).(3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi;b. Lokasi dan koordinat menara Telekomunikasi;c. Tinggi menara Telekomunikasi;d. Tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;e. Kontraktor Menara Telekomunikasi; danf. Beban maksimal Menara Telekomunikasi;g. Izin Mendirikan Bangunan;h. Nama Pengguna Menara.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 14Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yangmemerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran,navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, televisi, komunikasiantar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swastaserta keperluan transmisi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keenam

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 15Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan danperaturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
Pasal 16Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan kawasan yang sifat danperuntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:a. kawasan bandar udara/pelabuhan;b. kawasan pengawasan militer;c. kawasan cagar budaya;d. kawasan pariwisata; ataue. kawasan hutan lindung.

Bagian Ketujuh

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung

Dan Menara Kamuflase

Pasal 17Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabilafungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafikfrekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atauMenara Telekomunikasi Kamuflase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi.
Pasal 18Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal16, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentukdan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase serta bangunanpendukungnya wajib bercirikan arsitektur yang ada di daerah tersebut sehingga selaras denganestetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari MenaraTelekomunikasi.

Bagian Kedelapan

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 19(1) Jenis-jenis Menara Telekomunikasi dalam peraturan ini dibagi berdasarkan pada jeniskomunikasi, kepemilikan, fungsi dan penggunaan layanan operator.(2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara komunikasi terdiri dari :a. menara telekomunikasi bagi siaran radio;b. menara telekomunikasi bagi siaran televisi; danc. menara telekomunikasi bagi telepon seluler.



- 11 -(3) Berdasarkan kepemilikan, menara komunikasi terdiri dari milik perseorangan, koperasi, badanusaha maupun pemerintah.(4) Berdasarkan fungsi, menara komunikasi terdiri dari : Hub, Base Transceiver Station (BTS) danPenyangga Transmisi Utama (backbone).(5) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara komunikasi terdiri dari :a. menara operator tunggal; danb. menara operator bersama.
Pasal 20(1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :a. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinyamerupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;b. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinyaberbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;c. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yangdiselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.(2) Desain dan konstruksi dari jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikandengan peletakannya.(3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untukdigunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan efisiensiekonomi.

BAB V

PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21(1) Penyedia Menara Telekomunikasi dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip-prinsippenggunaan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.(2) Bagi Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harusmemberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggaratelekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi Bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi Bersama.(3) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinyaInterferensi yang merugikan operator dalam penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.
Pasal 22Calon pengguna Menara Telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaanMenara Telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi;c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yangdigunakan; dand. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.
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BAB VI

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA

Pasal 23(1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi harusmemperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat.(2) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi harusmenginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna MenaraTelekomunikasi secara transparan.(3) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomuniksi harus menggunakansistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebihdahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi dengan tetapmemperhatikan kelayakan dan kemampuan.
Pasal 24(1) Untuk Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi,antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menaradengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dandicatatkan kepada Pemerintah Daerah.(2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara TelekomunikasiBersama, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi

Pasal 25(1) Setiap perorangan, koperasi atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan penyediaaninfrastruktur Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Pengusahaan MenaraTelekomunikasi dari Bupati.(2) Untuk mendapatkan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq.Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut:a. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh DepartemenHukum dan HAM;b. Alamat Perusahaaan;c. Tanda Daftar Perusahaan;d. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);e. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Pas Foto penanggung Jawab Perusahaan;



- 13 -f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yangstatusnya Perusahaan Terbuka (PT);g. Foto Copy Surat Setoran Pajak Tahunan Perusahaan;h. Rencana Lokasi Pengusahaan Menara Telekomunikasi.i. Surat Penyataan kesanggupan membongkar bangunan menara telekomunikasi apabilamenara telekomunikasi sudah tidak dimanfaatkan kembali atau telah habis masaperizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Pasal 26Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi adalah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Menara Telekomunikasi

Pasal 27(1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara Telekomunikasidari Bupati.(2) Untuk mendapatkan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. KepalaLembaga Teknis atau Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika denganmelampirkan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.(3) Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagimana dimaksud pada ayat (2)diberikan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi telekomunikasi dan informatikadengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Lembaga Teknis atau Dinasyang membidangi Komunikasi dan Informatika;b. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh DepartemenHukum dan HAM;c. Tanda Daftar Perusahaan;d. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);e. Foto Copy Surat Setoran Pajak Tahunan Perusahaan;f. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan.g. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Pas Foto penggung Jawab Perusahaan;h. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yangstatusnya Perusahaan Terbuka (PT);i. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadikerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yangdibangun;j. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Bersama apabila sudah tidakdimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;k. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi;



- 14 -l. gambar teknis, meliputi:1. peta situasi lokasi;2. site plan;3. denah bangunan 1: 100;4. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;5. perhitungan struktur/konstruksi;6. uji penyelidikan tanah;7. grounding (penangkal petir);8. titik koordinat (dari GPS);m. Gambar teknik bagi bangunan tertentu;n. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;o. Rekaman Persetujuan Prinsip Bupati;p. Perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu;q. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan bagi bangunan tertentu;r. Rekaman Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi bangunan dan bangun-bangunan yang dibangunkan di atas tanah lebih dari 5.000 M2;s. Rekaman Kajian Teknis dari Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangikomunikasi dan informatika, meliputi:1. Advise teknis Pembangunan Menara Telekomunikasi dari TP3MT;2. Rencana penggunaan menara atau Rencana penggunaan menara bersama denganmelampirkan perjanjian tertulis;t. Izin gangguan;u. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;v. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahuiLurah/Kepala Desa dan Camat setempat;w. Untuk Kawasan khusus sebagimana dimaksud pada huruf s adalah meliputi kawasanBandar udara/pelabuhan cagar budaya, kawasan pariwisata, hutan lindung, kawasanyang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalianketat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 28(1) Penyedia menara Menara Telekomunikasi wajib:a. mengasuransikan menara telekomunikasi yang dibangun.b. bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menaratelekomunikasi;c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;d. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsilingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;e. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telahdiberikan;f. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.(2) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melaksanakan pemeliharaan fisik bangunan menara.



- 15 -(3) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsibangunan kepada Bupati melalui Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi daninformatika secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun.(4) Tata Cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga

Izin Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 29(1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Operasional MenaraTelekomunikasi dari Bupati.(2) Untuk mendapatkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq.Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan Izin Operasional MenaraTelekomunikasi.(3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasisecara teknis oleh TP3MT.(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiripersyaratan sebagai berikut:a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan dari instansi yang berwenang;b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;c. bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan dan bangunan;d. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadikerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yangdioperasikan maksimal dengan radius 200 meter;e. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi;f. IMB Menara Menara Telekomunikasi;g. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara baik danbenar;h. Surat Perjanjian penggunaan menara antara penyedia menara telekomunikasi denganpengguna menara telekomunikasi.(5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Lembaga Teknis atauDinas yang membidangi komunikasi dan informatika, atas nama Bupati menerbitkan IzinOperasional Menara Telekomunikasi.(6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
Pasal 30(1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi disampaikan secaratertulis kepada Bupati Cq. Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasidan informatika setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
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BAB VIII

KOLOKASI

Pasal 31Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menaratelekomunikasi bersama sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
Pasal 32Menara Telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapatditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhiketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
BAB IX

PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 33(1) Penyedia menara telekomunikasi di Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi padapembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib memberikan konstribusimelalui Program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Reponsibility).(2) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh penyedia Menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dan disinergikandengan Pemerintah Daerah.
BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34(1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentukpelaporan, pemantauan, dan evaluasi serta penertiban terhadap pelaksanaan perizinan,pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi.(2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan menaratelekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis,pembekuan dan pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.(3) Pelaksana pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehLembaga Teknis atau Dinas terkait yang mengeluarkan izin.
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BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 35(1) Setiap perorangan, koperasi, atau badan usaha yang telah memiliki Izin Pengusahaan MenaraTelekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasidiberikan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis apabila:a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalamizin yang telah diperolehnya;b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) ayat (2) danayat (3).(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktumasing masing 1 (satu) bulan.(3) Apabila pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi,dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana dimaksudpada ayat (2), maka Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi,dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan.(4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penyegelanterhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/ataudioperasikan.(5) Selama Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan IzinOperasional Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, maka perorangan,koperasi, atau badan usaha yang telah memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi,IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dimaksud dalammengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam rangka memberikanpelayanan kepada masyarakat dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.(6) Jangka waktu pembekuan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB MenaraTelekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud padaayat (3) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapanpembekuan izin.(7) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin OperasionalMenara Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilikizin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan danmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 36(1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin OperasionalMenara Telekomunikasi dicabut apabila:a. ada permohonan dari pemilik izin;b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesaimasa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6).(2) Bagi pemilik Izin yang telah/sedang membangun menara Telekomunikasi, pelaksanaanpencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran MenaraTelekomunikasi.
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Pasal 37Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi ditetapkan oleh Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yangmembidangi komunikasi dan informatika atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dariTP3MT.
Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 38(1) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang membangun Menara Telekomunikasi tanpa IMBMenara Telekomunikasi dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).(2) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dan tidakmemenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan bahayabagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda palingbanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).(3) Tindak Pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan tindak pidana ataspelangggaran peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkapdan jelas;b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang perorangan, koperasi,atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidanatersebut;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang perorangan, koperasi atau badansehubungan dengan tindak pidana tersebut;d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaandengan tindak pidana;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana;g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikansedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yangdibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;j. menghentikan penyidikan;



- 19 -k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanamenurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuatberita acara tentang:a. Pemeriksaan tersangka;b. Pemasukan rumah;c. Penyitaan benda;d. Pemeriksaan surat;e. Pemeriksaan saksi;f. Pemeriksaan ditempat kejadian.(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikandan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40(1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB menara telekomunikasi dantelah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerahini, dan tidak sesuai dengan Rencana Induk menara Telekomunikasi dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.(2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkam IMB menara telekomunikasi danbelum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuaidengan Rencana Induk Pembangunan Menara wajib menyesuaikan dengan ketentuanPeraturan Daerah ini.(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, maka akan dilakukanpembongkaran Menara Telekomunikasi.(4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.(5) Pelaksanaan relokasi yang dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yangbersangkutan.(6) Konstruksi hasil pembongkaran, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga)kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milikPemerintah Daerah.(7) Ketentuan mengenai prosedur relokasi dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut denganPeraturan Bupati.
BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaanakan diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 42Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal 3  September 2012
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajampada tanggal 3  September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,Ttd
H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 6.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM Kebutuhan terhadap menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur yangvital dalam penyelenggaraan telekomunikasi semakin meningkat sehingga pembangunanmenara telekomunikasi perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian ini meliputi penentuanlokasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, perizinan, pembangunan sertapengelolaan menara telekomunikasi.Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkanpeningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatanperekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa,memperlancar kegiatan pemerintahan, mernperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalamkerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkanhubungan antar bangsa.Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat daerah sudahmerupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalampenyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulankompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologitelekomunikasi di tingkat internasional dan nasional yang diikuti dengan peningkatanpenggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersialtinggi. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Penajam PaserUtara berkewajiban memberikan jaminan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatanbangunan, keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika. Atas dasarinilah pemerintah daerah perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian danpengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.
II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup JelasPasal 2Penyelenggaraan menara telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asaspembangunan nasional dengan mengutamakan asas keselamatan; keamanan;kemanfaatan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; sertakebersamaan dan kemitraan.Huruf aYang dimaksud dengan “Asas keselamatan” berarti bahwa penyediaan danpemanfaatan menara telekomunikasi harus memperhatikan keselamatan manusiadan lingkungan hidup di sekitar menara telekomunikasi.



- 22 -Huruf bYang dimaksud dengan “Asas keamanan” bahwa agar penyelenggaraantelekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan,pembangunan, dan pengoperasiannya.Huruf cYang dimaksud dengan “Asas kemanfaatan” berarti bahwa pembangunantelekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan Iebih berdaya gunadan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraanpemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditasekonomi yang dapat Iebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.Huruf dYang dimaksud dengan “Asas Keberlanjutan” berarti bahwa menara telekomunikasidiselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dandaya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.Huruf eYang dimaksud dengan “Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” berartibahwa menara telekomunikasi diselenggarakan dengan mewujudkan keserasianantar struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia denganlingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah sertaantara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.Huruf fYang dimaksud dengan “Asas kebersamaan dan kemitraan” berarti bahwa menaratelekomunikasi diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harusdapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalampenyelenggaraan menara telekomunikasi.Pasal 3Cukup JelasPasal 4Cukup JelasPasal 5Ayat (1)Yang dimaksud dengan pelaksanaan Rencana Menara Induk Telekomunikasidilakukan secara bertahap adalah berdasarkan tahapan yang ditentukan PemerintahDaerah dalam mengkaji pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi diwilayahnya.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas



- 23 -Pasal 6Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Yang dimaksud dengan zona-zona yang dilarang (Steril) adalah kawasan yang tidakdiperbolehkan untuk ditempatkan menara, yakni kawasan sempadan Saluran UdaraTegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), danKawasan kain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang yangberlaku.Ayat (4)Cukup JelasPasal 7Cukup JelasPasal 8Cukup JelasPasal 9Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha yang seluruhatau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.; “badan usaha milikdaerah” adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnyasebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah; sedangkan “badanusaha swasta nasional” adalah badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta dalamnegeri dan modalnya berasal dari dalam negeri.Ayat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasPasal 10Cukup JelasPasal 11Cukup JelasPasal 12Cukup Jelas



- 24 -Pasal 13Cukup JelasPasal 14Cukup JelasPasal 15Cukup JelasPasal 16Cukup JelasPasal 17Cukup JelasPasal 18Cukup JelasPasal 19Cukup JelasPasal 20Cukup JelasPasal 21Cukup JelasPasal 22Cukup JelasPasal 23Cukup JelasPasal 24Cukup JelasPasal 25Cukup JelasPasal 26Cukup JelasPasal 27Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup Jelas



- 25 -Huruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHuruf hCukup JelasHuruf iYang dimaksud dengan “kerugian” meliputi hilangnya nyawa satau kerusakanmaterial.Huruf jCukup JelasHuruf kCukup JelasHuruf lCukup JelasHuruf mCukup JelasHuruf nCukup JelasHuruf oCukup JelasHuruf pCukup JelasHuruf qCukup JelasHuruf rCukup JelasHuruf sCukup JelasHuruf tCukup JelasHuruf uCukup JelasHuruf vCukup JelasHuruf wCukup Jelas



- 26 -Pasal 28Ayat (1)Huruf aPenyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah membangun menarawajib mengasuransikan lingkungan menara (dalam radius jatuhan/ketinggianmenara) untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan akibat langsungyang disebabkan akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara yangmengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan material yang dibuktikandengan polis asuransi.Huruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasHuruf fCukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasPasal 29Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup Jelas



- 27 -Huruf eYang dimaksud dengan “kerugian” meliputi hilangnya nyawa atau kerusakanmaterial.Huruf fCukup JelasHuruf gCukup JelasHuruf hCukup JelasHuruf iCukup JelasHuruf jCukup JelasPasal 30Cukup JelasPasal 31Cukup JelasPasal 32Cukup JelasPasal 33Cukup JelasPasal 34Cukup JelasPasal 35Cukup JelasPasal 36Cukup JelasPasal 37Cukup JelasPasal 38Cukup JelasPasal 39Cukup JelasPasal 40Cukup JelasPasal 41Cukup JelasPasal 42Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10.


